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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam mengajarkan manusia untuk saling berpasang-pasangan, bahkan
Allah mengharamkan manusia yg tidak mau menyempurnakan agamanya dengan
menikah. Dalam al-Quran dinyatakan bahwa hidup berpasang-pasangan, hidup
berjodoh-jodoh adalah naluri segala makhluk Allah, termasuk manusia.

Perkawinan merupakan satu perbuatan hukum sebagai konsekuensi dari
adanya interaksi sosial manusia yang sudah diatur pelaksanaanya dalam hukum
Islam.

Perkawinan berasal dari ‘kawin’ yang menurut bahasa artinya membentuk
keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.!
Perkawinan disebut juga pernikahan, berasal dari kata nikah (~&) yang menurut
bahasa artinya mengumpulkan, saling, memasukan, dan digunakan untuk
bersetubuh (wathi). Kata ‘nikah’ sendiri sering dipergunakan untuk arti
persetubuhan (coitus), juga untuk arti akad nikah.? Dan menurut syariat Islam
“’nikah’’ adalah akad antara laki-laki dan perempuan yang karenanya hubungan

badan menjadi halal .3
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Hukum Islam ditetapkan untuk kesejahteraan umat, baik secara perorangan
maupun secara bermasyarakat, baik untuk hidup didunia maupun diakhirat.
Kesejahteraan masyarakat akan tercapai dengan terciptanya kesejahteraan yang
sejahtera, karena keluarga merupakan lembaga terkecil dalam amsyarakat, sehingga
kesejahteraan masyarakat sangat tergantung kepada kesejahteraan keluarga. Selain
itu pernikahan merupakan ibadah kepada Allah SWT dan Sunnah Rasul-Nya, yang
bertujuan untuk mendapatkan keridoan Allah SWT. Sebab pernikahan bukan hanya
untuk pelampiasan nafsu seksual semata, lebih jauh dari pada itu tujuan pernikahan
yaitu untuk mewujudkan ikatan keluarga harmonis, yang merupakan dambaan
setiap keluarga yang membina rumah tangga menuju cita-cita kehidupan keluarga
yang bahagia dan sejahtera yang meliputi rasa kasih sayang, kedamaian serta
ketentraman.*

Allah menetapkan adanya aturan tentang pernikahan bagi manusia.
Tujuannya untuk menyelamatkan dan mengatur kehidupan manusia. Manusia tidak
boleh berbuat semaunya seperti binatang, kawin dengan lawan jenis semaunya.
Allah telah mememberikan batasan dengan peraturan-peraturannya, yaitu dengan
syariat yang terdapat dalam kitab-Nya dan hadist rasul-Nya dengan hukum-hukum
pernikahan. Namun dewasa ini mulai populer adanya kawin kontrak. Dan dalam
istilah figh disebut dengan nikah mut ah.

Kawin kontrak adalah apabila seorang laki-laki menikahi perempuan
dengan menentukan lamanya masa pernikahan mereka, baik sehari, seminggu,

maupun sebulan. Kawin kontrak juga dinamakan nikah mut’ah (berasal dari bahasa
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arab, ‘istamta’a’ yang artinya menikmati) karena tujuan laki-laki yang
melakukannya adalah untuk memanfaatkan dan menjadikan pernikahan sebagai
sarana mencari kenikmatan dan kepuasan dalam jangka waktu yang telah
ditentukan atau telah disepakati.

Perkawinan mut’ah (kontrak) disebut juga “perkawinan sementara” atau
‘perkawinan terputus’ dengan seorang wanita untuk selama sehari, seminggu atau
sebulan. Lalu ia disebut mut’ah (sesuatu yang dinikmati) karena yang
melakukannya memperoleh kemanfaatan dengannya serta menikmatinya sampai
batas waktu yang ditentukan. Perkawinan semacam itu disepakati oleh para imam
madzhab sebagai sesuatu yang hukumnya haram.®

Menurut ijma’ ulama, nikah mut’ah hukumnya haram. Para ulama
menyatakan, “apabila pernikahan ini dilaksanakan, maka pernikahan ini merupakan
pernikahan yang tidak sah”. Di zaman milenium ini sering kali orang
menyalahgunakan arti nikah mut’'ah. Dahulu Rasulullah memerintahkan
sahabatnya untuk nikah mut’ah karena dalam' keadaan perang, tapi setelah itu
lahirlah hadist Rasulullah yang mengharamkan mut’ah, dikarena kebutuhan
manusia zaman sekarang berbeda halnya dengan keadaan manusia zaman dahulu
ketika keadaan mengharuskannya berperang (berpergian jauh selama berbulan-
bulan).

Pada umumnya, kalangan Ahl as-Sunnah membenarkan jika nikah mut’ah

pernah diizinkan oleh Rasulullah saw dan berlaku praktiknya pada permulaan
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Islam, untuk kemudian dilarang oleh Khalifah Umar bin khattab. Namun demikian,
banyak juga riwayat Ahl as-Sunnah yang menyebut bahwa pelarangan ini terjadi
ketika Rasulullah saw masih hidup. Pelarangan tersebut terjadi dalam beberapa kali
peristiwa dan masa yang berbeda. Antara lain dalam peristiwa Perang Khaibar,
fatkhul Makkah, Haji Wada’, Umrah al-Qadha, dan Perang Authas.’

Mayoritas ulama meyakini bahwa nikah mut’ah tidak memiliki fondasi
pernikahan yang kokoh dan cenderung mempermudah lembaga sakral ini, karena
dalam masalah ini perempuan dianggap seperti benda bayaran, dinikmati, dibayar
lantas dinikahkan. Tidak kalah meresahkan, jika praktik nikah mut’ah ini menjadi
semacam trend dimasyarakat Indonesia dengan dalil syariat Islam.

Namun yang terjadi pada golongan syiah, syiah membolehkan nikah mut’ah
dan menjadikannya sebagai dasar agama mereka.2Mereka menjadikan sebagai
rukun iman, mereka menyebut bahwa Ja’far al-Sadiq, mengatakan: ‘’Bukan
termasuk golongan kami orang, yang:tidak mengimani adanya ra’jab dan tidak
menghalalkan mut ah.

Kaum syiah Imamiah membolehkan nikah mut’ah dengan beberapa dalil,
sebagaimana firman Allah SWT:®

DA or S eie 4 i | Lad
Artinya: “maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka,

berikanlah mas kawin kepada mereka” (Q.S. An-nisa:24)°
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Dalam riwayat lain, perlu kita ketahui sebagian dari para sahabat dan tabiin
meriwayatkan bahwa hukum nikah mut’ah adalah halal. Salah seorang diantara
mereka adalah Ibnu Abbas. Dalam tahzib as-Sunnan disebutkan bahwa Ibn Abbas
menghalalkan nikah mut’ah dalam keadaan darurat, tapi ia tidak menghalalkannya
secara mutlak. Ketika semakin banyak orang melakukannya, la menarik kembali
ucapanya (fatwanya) dan mengharamkannya bagi mereka yang tidak benar-benar
membutuhkannya. Dalam perkataanya Ibn Abbas membolehkan nikah mut’ah
sebagaimana firman Allah memperbolehkan manusia untuk makan daging bangkai,
darah dan daging babi. Kesemuanya tidak dihalalkan, kecuali jika benar-banar
terpaksa (dalam keadaan mendesak). Nikah mut’ah ibarat bangkai, darah dan
daging babi.

Dengan meningkatnya jumlah pemeluk Islam, maka setiap persoalan yang
muncul memerlukan jawaban. Untuk menjawab persoalan tersebut hadirlah
berbagai lembaga hukum atau dalam Islam disebut Majelis fatwa. Berdasarkan
keperluan terhadap fatwa sudah terasa sejak awal perkembangan Islam

Seperti halnya pernikahan beda agama, nikah mut’ah merupakan persoalan
lama yang hingga kini masih menjadi isu kontrovelsial karena praktiknya dalam
masyarakat tidak pernah punah. Itulah sebabnya, keabsahan mengenai perkawinan
ini selalu dipertanyakan hingga menjadi permasalahan penting yang harus dibahas
dan dikaji pada sidang Komisi Fatwa MUI tanggal 25 Oktober 1997.1* Menurut
fatwa MUI yang saat ini akan penulis teliti. MUI telah menetapkan fatwa hukum

nikah mut’ah pada tanggal 25 Oktober 1997. Dalam fatwanya, MUl memutuskan

1 KH. Ma’ruf Amin, Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975,him.379



bahwa kawin kontrak atau mut’ah hukumnya haram. Fatwa kawin kontrak yang
ditanda tangani ketua umum MUI KH Hasan Basri dan Ketua Komisi Fatwa MUI
KH. Ibrahim Hosen itu bersikap sangat keras kepada pelaku muz’ah.

Memahami fatwa MUI di atas yang membuat penulis tertarik menelitinya
melalui analisis konsep saddu adzari’ah, karena jika melihat dari sejarah terdahulu
nikah mut’ah pernah di perbolehkan oleh Rasulullah namun setelah itu diharamkan,
hal ini yang membuat penulis lebih tertarik meneliti dalam Fatwa MUI No.
35/IM/X/1997 karena hukum akan lebih relevan dengan zamannya. Jika ditinjau
dari segi kedudukan fatwa adalah wajib di ikuti oleh umat muslim dan muslimah
karena fatwa MUI bersumber dari al-Qur’an dan as-Sunnah juga mengambil dari
ijma para Ulama.

Berangkat dari fakta di atas dan sangat menarik untuk diteliti, maka penulis
tertarik untuk meneliti hukum nikah mut’ah dengan fokus mengkaji konsep Saddu
adzari’ah dalam fatwa MUI no.35/IM/X/1997.

B. Perumusan Masalah
Berdasarkan uraian di-atas maka iuntuk lebih, spesisifik penelitian ini
diarahkan pada pemba hasan sebagai berikut:
1. Bagaimana hukum nikah mut’ah menurut fatwa MUI No 35/IM/X/1997 ?
2. Bagaimana analisis konsep saddu adzari’ah hukum nikah kontrak dalam fatwa MUI
No 35/IM/X/1997?
C. Tujuan Penelitian
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk 3mengetahui:

1. Mengetahui hukum nikah mut’ah menurut fatwa MUI No 35/IM/X/1997.



2. Mengetahui analisis konsep saddu adzari’ah hukum nikah mut’ah dalam fatwa MUI
No 35/IM/X/1997.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan penelitian ini adalah:

1. Sebagai sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah pemikiran syariat
Islam dalam Fatwa MUI No 35/IM/X/1997.

2. Agar hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi upaya
pengembangan ilmu pengetahuan umumnya dan ilmu pengetahuan tentang
khususnya.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka ini diperlukan setiap penelitian dalam rangka mewujudkan
penulisan proposal dilanjutkan pada skripsi yang profesional dan mencapai target
yang maksimal dengan mencari teori-teori, generalisasi yang dapat dijadikan dasar
pemikiran dalam penyusunan laporan penelitian serta menjadi dasar pijakan bagi
peneliti dalam memposisikan penelitiannya.

Penulis melakukan studi pendahuluan terlebih dahulu dengan melihat
beberapa skripsi dan jurnal sebelumnya, diantaranya sebagai berikut:

Pertama, skripsi Syifaun Nada yang berjudul “Nikah Mut’ah dalam Figh
Syiah (Studi Komparatif Syiah Imamiyyah dan Syiah Ja’fariyyah)” , dalam skripsi
ini dibahas mengenai perbandingan antara Syiah Imamiyyah dan Syiah Ja’fariyyah.
Menurut Syiah Imamiyyah nikah mut’ah diperbolehkan (hanya dalam golongan
syiah imamiyyah nikah mut’ah dihalalkan) sedangkan menurut syiah ja’fariyyah

nikah mut’ah diharamkan.



Kedua, skripsi Sugito yang berjudul ‘’Nikah Mut’ah dalam Perspektif
Tafsir Syiah-Sunni (Telaah Tafsir Al-Mizan dan Al-Durrul Mantsur)”, penelitian
dalam skripsi ini dilatarbelakangi oleh perbedaan pendapat yang berkembang
dikalangan Syiah dan Sunni akan hukum nikah mut’ah, ketika dalam bepergian dan
peperangan oleh Rasulullah beberapa waktu sebelum stabilnya syariah Islam, lalu
hal ini ternyata menimbulkan perselisihan dikalangan Syiah dan Sunni.

Ketiga, skripsi Muhammad Arif Slamet Raharjo yang berjudul “’Telaah
Hadist Nikah Mut’ah (Takhrij Terhadap Hadist Kebolehan Nikah Mut’ah)’’ skripsi
ini membahas mengenai nilai hadist yang dijadikan dasar hukum kebolehan nikah
mut’ah, yang memuat ayat-ayat al-Quran, bersumber dari kitab hadist as-Sunnah
dan Syi’ah. Metodologi yang dipakai dalam skripsi ini adalah library research, yang
karena data yang dibutuhkan dalam penelitian ini berasal dari bahan pustaka.

Keempat, dalam kitab “Figh As-sunnah” karangan As-sayyid Sabiq,
menjelaskan tentang pengertian kawin kontrak oleh lbnu majjah selanjutnya
dijelaskan juga tentang pengharaman kawin kontrak oleh Umar ra, ketika ia
berpidato di masa khalifahnya dan tidak ditentang oleh para sahabat.

Kelima, skripsi Tri Herawati yang berjudul “Metode Istinbath Hukum As-
sunnah Syiah Tentang Nikah Mut’ah’> mengkaji tentang penelusuran metode
istinbath hukum ahl-as-sunnah dan Syiah dalam menghalalkan dan mengharamkan
nikah mut’ah dan perbandingannya.

Keenam, dalam karya ilmiahnya yang berjudul,”Kehalalan Nikah Mut’ah
(Studi Metodologi Istidlal Hukum Syiah Imamiyyah)’’, khusus menitik beratkann

pada proses pengambilan status hukum halalnya nikah mut’ah tersebut. dalam



menentukan berkait pada penilaian Syiah terhadap hadist bahkan al-Quran sebagai
sumber utama hukum Islam, serta sebagai metodologi deduksi hukum yang berlaku.

Ketujuh, skripsi Yayan Khorul Anwar yang berjudul ’Nikah Mut’ah
Pandangan Syiah-Sunni.”

Dari paparan judul di atas, objek kajian yang akan penulis ambil belum
pernah diteliti orang lain. Meskipun penulis menemukan beberapa karya berupa
buku, skripsi atau pun jurnal yang membahas tentang nikah kontrak, namun belum
masuk ranah analisis terhadap “Analisis Konsep Saddu Adzari’ah Hukum Nikah

Kontrak dalam Fatwa MUI NO. 35/IM/X/1997”

F. Kerangka Pemikiran
Islam sebagai nama dari sebuah agama tidak diberikan oleh para pemeluk
agama itu melainkan kata ‘Islam’ berdasarkan kepada kenyataan yang dicantumkan
dalam al-Qur’an. Dalam al-Qur’an surah Al-imran ayat 19 dinyatakan bahwa © o)
e Yidlllvie 1l1° artinya ‘Sesungguhnya agama pada sisi Allah ialah Islam’. Dari
ayat di atas dikemukakan itu. membuktikan bahwa kata, ‘Islam’ tidak dibuat oleh
manusia sebagai pemeluk agamanya melainkan nyata merupakan wahyu Allah
yang dicantumkan di dalam al-Qur’an. Kata Islam artinya kepatuhan atau
penyerahan diri yang dimaksudkan adalah kepada Allah. Penyerahan diri kepada
Allah itu disebut ‘muslim’. Bagi setiap muslim untuk melaksanakan kepatuhan atau

penyerahan diri itu tidak semata-mata memohon perlindungan supaya diterima



dirinya oleh Allah melainkan mematuhi dan mentaati segala kehendak Allah, segala
perintah Allah yang wajib dipatuhi itu merupakan keseluruhan perintahNya.*?

Hukum Islam sebagai keseluruhan dari perintah Allah yang wajib diturut
oleh seorang muslim bertujuan untuk membentuk manusia menjadi tertib, aman dan
selamat. Berdasarkan kepada tujuan ini, maka ketentuan-ketentuannya selalu
berupa perintah Allah. Dan perintah ini memuat kewajiban, hak dan larangan yang
harus dilakukan oleh setiap muslim dalam kehidupan sehari-hari. Hukum Islam
bukan hanya sebuah teori saja namun adalah sebuah aturan yang ditetapkan di
dalam sendi kehidupan manusia. Karena banyak ditemui permasalahan-
permasalahan, umumnya dalam bidang agama yang sering kali membuat pemikiran
umat Muslim cenderung kepada perbedaan. Untuk itulah Islam pun mengajarkan
solusi sebagai pedoman umat Muslim yakni, sebagai berikut: al-Qur’an, assunah,
ijtihad?®

Kemudian ijm’a, qiyas, istihsan, maslahah mursalah, urf, istishab dan
lainnya digunakan dan ditempatkan sebagai metode berijtihad.

Yang menjadi tujuan pokok 'syariat Islam terdiri atas lima komponen:
pertamcpall Lisll pemeliharaan agama, (Ul lLisllkedua jiwa, —=il Lisllketiga
keturunan, Juwll Lisll keempat harta, Jie) hislkelima akal. Imam Alm qurafi dan
yang lainnya menambahkan komponen keenam, yaitu kehormatan yang sering kita
sebut sebagai harga diri. Oleh karena itu syariat mengharamkan fitnah atau

menuduh zina.'*

2 R Abdul, Hukum islam, (Bandung: Mandar Maju,1992), him.9
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Al-quran sebagai kitab suci yang diturunkan untuk menjadi pedoman hidup
manusia. Sesungguhnya al-Quran merupakan pandangan yang dapat memberikan
petunjuk, dan merupakan rahmat yang melimpah ruah untuk orang-orang yang
mempercayainya. Dan kebaikkan yang ditimbulkan oleh al-Quran secara
menyeluruh akan tetap terjaga.’®

Kehujjahan al-Quran itu terletak pada kebenaran dan kepastian isinya yang
sedikit pun tidak ada keraguan diatasnya. Dengan kata lain al-Quran itu benar-benar
datang dari Allah yang dinukil secara gath i (pasti). Oleh karena itu, hukum-hukum
yan g terkandung didalam al-Quran merupakan aturan-aturan yang wajib diikuti
oleh manusia sepanjang masa.'® Dalam Q.S an-Nahl ayat 89 menjelaskan sebagai
berikut:

Cpaluall (6 s gden 5 5@ 5o 24 ST L il clle W 3
Artinya: ©* Dan kami turunkan kepadamu al-Qur’an untuk menjelaskan segala
sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang
berserah diri®’

Karena kedudukan al-Qur’an-itu sebagai sumber utama dan pertama bagi
penetapan hukum, maka bila seseorang ingin- menemukan hukum untuk suatu
kejadian, tindakan pertama yang harus ia lakukan adalah mencari jawaban
penyelesaiannya dari al-Quran, maka ia tidak boleh mencari jawaban lain diluar al-
Quran. Selain itu, sesuai dengan kedudukan al-Qur’an sebagai sumber utama atau

pokok hukum Islam, berarti al-Qur’an itu menjadi sumber dari segala sumber

hukum. Karena itu, jika akan menggunakan sumber hukum lain diluar al-Qur’an,

15 Sayyid Quth, Figh Dakwah, (Jakarta: Pustaka Amani), him. 5
16 Romli, mugaranah Mazahib fi Ushul, (Jakarta: Gaya Media Pratama,1999), him. 57
7 Ringkasan tafsir Ibnu Katsir, Op., Cit, him. 89



maka harus sesuai dengan petunjuk al-Quran dan tidak boleh melakukan sesuatu
yang bertentangan dengan al-Qur’an. Hal ini berarti bahwa sumber-sumber hukum
selain al-Quran tidak boleh menyalahi apa-apa yang telah ditetapkan al-Qur’an.8

Konsep al-Quran ini memang sangat menakjubkan karena mampu
menyentuh fitrah manusia sedikit demi sedikit, tahapan demi tahapan yang
berkembang dalam kemudahan, seperti melakukan pengamatan obyektifitas dan
penegasan dalam kehidupan untuk mencapai tingkatan tertinggi sebagai puncak
terakhir dalam pengetahuan dan ilmu pengetahuan, dalam keteguhan, dalam
keyakinan dan kepercayaan, dalam istirahat dan ketenangannya. Sampai kepada
kenyataan-kenyataan kecil maupun besar dalam wujud ini. *°

Fatwa berasal dari bahasa arab yang artinya nasihat, petuah, jawaban atau
pendapat. Adapun yang dimaksud adalah sebuah keputusan atau nasihat resmi yang
diambil oleh sebuah lembaga atau perorangan yang diakui otoritasnya, disampaikan
oleh seorang mufti atau ulama, sebagal tanggapan atau jawaban terhadap
pertanyaan terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa (mustafti) yang
tidak mempunyai keterikatan.?

Secara umum dalam fatwa yang dikeluarkan MUI ini adalah persoala-
persoalan yang ada di masa sekarang ini yang amanah dahulu tidak ada dengan
mencari sumber-sumber hukum dengan metode ushul figh yang sudah ditetapkan
keilmuanya. Dengan merujuk pada isi sumber utama yakni al-Qur’an dan as-

Sunnah. Dalam pelaksanaannya ada kesamaan antara berfatwa dengan ijtihad,

18 Amir Syarifuddin, Ushul Figh, (Jakarta: Kencana Prenada Media,2008), him. 225-226
19 Sayyid Quth, Op., Cit, him. 8
20 Racmat taufik, AlImanak Alam Islam,(jakarta: Pustaka Jaya,2000), him 21



sebagaimana Muhammad Abu Zahrah mendefinisikan ljtihad sebagai pengerahan
segala kemampuan seorang mujtahid untuk menemukan suatu hukum yang sifatnya
amaliyah yang diambil dari dalil-dalil terperinci.?! Sementara fatwa tidak akan
muncul terkecuali ada suatu kasus yang terjadi dan memerlukan pendapat untuk
penyelesaiannya, dan pendapat itulah yang disebut fatwa.??

Hukum berfatwa adalah fardu kifayah, kalau ada orang lain yang
memberikan fatwa selain dirinya. Adapun kalau tidak ada orang lain yang bisa
memberi fatwa selain dirinya. Adapun kalau tidak ada orang lain yang bisa
memberikan fatwa dan masalah yang difatwakan itu cukup mendesak maka ia pun
secara fardu ‘ain memberi fatwa tersebut atas peristiwa itu.

Keperluan terhadap fatwa sudah terasa sejak awal perkembangan Islam,
maka setiap persoalan yang muncul memerlukan jawaban. Dalam masalah agama,
yang berkompeten menjawab permasalah umat dalam hal agama adalah para mufti
dan mujtahid.

Berkaitan dengan kedudukan fatwa dalam kehidupan umat Islam, fatwa ini
juga menegaskan bahwa fatwa memang tidak mengikat secara hukum, akan tetapi
ia bersifat mengikat secara agama, sehingga tidak ada peluang bagi seorang muslim
untuk menantang bila fatwa itu didasarkan kepada dalil-dalil yang jelas dan benar.Z

Ibnu Qayyim dan Imam Al-qgarafi menyatakan bahwa Saad dzari’ah itu ada
kalanya dilarang yang disebut Saad dzari’ah, dan ada kalanya dianjurkan bahwa

diwajibkan yang disebut fath ad-dzari’ah. saddu adzari’ah berasal dari kata sadd

21 Muhammad Abu Zahrah,Ushul figh,(Damaskus:Darul al-Figri al-Arabi.1958),him.379
22 1bid,him.401
23 Jaih mubarak, ijtihad kemanusiaan,(Bandung: Pustaka Bani Quraisy,2005)



dan zara’i, sadd artinya menutup atau menyumbat, sedangkan zara’i artinya
pengantara. Dzari’ah berarti jalan yang menuju kepada sesuatu ada juga ada juga
yang mengkhususkan pengertian dzariah dengan sesuatu yang membawa kepada
yang dilarang dan mengandung kemudharatan.

Kata sadd adzari’ah (*=,3 1) merupakan bentuk fase (idhafah) yang
terdiri dari dua kata, yaitu sadd yang merupakan kata benda abstrak dari sad-yasdu-
saddan. Kata sadd tersebut berarti menutup sesuatu sesuatu yang cacat dan rusak
dan menimbun lubang.?* Sedangkan adzari’ah merupakan kata benda (isim) bentuk
tunggal yang berarti jalan, sarana (wasilah) dan sebab terjadinya sesuatu.?®

Menurut al-Qarafi, sadd adzari’ah adalah memotong jalan kerusakan
(mafsadah) sebagai cara untuk menghindari kerusakan tersebut, meski suatu
perbuatan bebas dari unsur kerusakan (mafsadah), namun jika perbuatan itu
merupakan jalan atau sarana terjadi kerusakan (mafsadah), maka kita harus
mencegah perbuatan tersebut.?®. dengan ungkapan yang senada, menurut Asy-
Syaukani, adzaria’ah adalah masalah atau perkara yang pada lahirnya dibolehkan
namun akan mengantarkan kepada perbuatan yang dilarang (al-mahzur). %/

Jadi dapat ditarik kesimpulan oleh penulis, saddu adzari’ah adalah
menetapkan hukum larangan atas suatu perbuatan tertentu yang pada dasarkan
diperbolehkan maupun dilarang untuk mencegah terjadinya perbuatan lain yang

dilarang.

24 Muhammad bin mukarram bin manzhur,Lisan al-Arab,(Beruit:dar Shadir),juz 3,him 207

25 Abu al-Faidh Muhammad bin Muhammad, Taj al-Arus Razzaq Jawahir al-Qamus,juz
1,him,5219

26 Al-garafi,tangihal-fushul fi ilm al-ushul, op,.cit

27 Ibrahim bin Musa al-Lakhmi al-gharnathi al-maliki,al-Muwafat di Ushul figh,(Beruit:Darai
Ma’rifat)juz 3,hlm. 257-258



Dari keterangan diatas, dapat dirumuskan menjadi deskripsikan menjadi

kolom dibawah ini:

Hukum Islam

l

Fatwa

l

MUI

l

Saddu Adzari’ah

G. Langkah-langkah Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

Agar penelitian ini dapat dilakukan dengan baik dan mendapatkan hasil
yang bisa akurat serta bisa dipertanggungjawabkan secara moral dan intelektual,
maka diperlukan suatu metode penelitian. Adapun metode penelitian yang
digunakan dalam melakukan penelitian ini sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penyusun dalam penulisan karya
ilmiah ini adalah metode Content Analysis (analisis isi), yakni penelitian ini
ditujukan untuk menganalisis isi dari Hukum Nikah Mut’ah dalam Fatwa MUI no.
35/IM/X/1997. Serta menggunakan metode Deskripsi Analisis metode ini berusaha

menggambarkan apa yang ada, pendapat yang sedang tumbuh, proses yang sedang



berlangsung, akibat dan efek yang akan ditimbulkan atau kecendrungan yang
tengah berkembang.?®

Jenis data dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian ini
berusaha untuk memberikan dengan sistematis dan cermat fakta-fakta aktual
dengan sifat populasi tertentu. Jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini
berupa tulisan-tulisan serta pikiran-pikiran, sehingga diperlukan teknik
pengumpulan data dengan telaah teks-teks yang terkait dengan pembahasan. Untuk
memecahkan masalah secara lebih efektif, teknik book survey atau library research
ini dilakukan dengan cara menyalin setiap ide, konsep dan definisi yang diperlukan

dari sumber yang telah ditetapkan.

2. Sumber Data
Dalam penelitianini penulis menggunakan dua sumber data yaitu:
a. Sumber primer
yaitu sumber yang diadakan 'oleh penulis yang menjadi pokok dari data-data
yang dikumpulkan tujuan memfasilitasi jalannya penelitian yaitu Fatwa MUI No
35/IM/X/1997 Tentang Nikah Mut’ah.
b. Sumber sekunder
yaitu sumber lain yang menunjang atau memberikan dorongan dari sumber
primer antara lain: buku-buku, makalah atau tulisan ilmiah, jurnal yang berkaitan

dengan masalah yang diteliti.

28 Cik hasan bisri,penuntun penyusunan rencana penelitian dan penulisan skripsi,(Raja grafindo
persada,Jakarta,2001),him.60



a) Teknik Pengumpulan Data

Metode penelitian ini adalah keperpustakaan (Library Research), yaitu

penelitian yang data-data atau bahan-bahan yang diperlukan dalam menyelesaikan

penelitian berasal dari perpustakaan baik berupa buku, tafsir, jurnal, dokumen, dan

lain sebagainya.

Sifat penelitian yang penyusun gunakan adalah Deskriptif Analitik Kompratif, yaitu

menggambarkan secara rinci serta menguraikan Fatwa MUI No 35/IM/X/1997.

b) Analisis Data

Dalam penelitian ini melakukan analisis data menggunakan pendekatan

kualitatif. Adapun langkah-langkah analisis data yang dilakukan adalah:?°

a.

Mengumpulkan data-data dari berbagai sumber, baik itu sumber primer
maupun sumber sekunder.

Mengklasifikasi data sesuai dengan tujuan penelitian.

Memahami data yang di peroleh dari objek penelitian ataupun dari data
penujang lainnya.

Menganalis data.

Menarik kesimpulan dari data yang telah dianalisis sebelumnya dengan

menperhatikan kerangka pemikiran.

2% |bid, hlm.66
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